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ABSTRACT 

Diversion is the transfer of the handling of children's cases from the criminal court process 

to a settlement path outside the criminal justice system. The Correctional Center (BAPAS) 

is involved in the entire criminal justice process for minors, including supervising each 

stage of the trial, conducting social research, and carrying out the function of supervision of 

children during their sentences until they are finished. This Scientific Paper aims to 

examine and understand the role of the Surakarta City Correctional Center (BAPAS) in 

implementing diversion for Children in Conflict with the Law (ABH). This research is 

expected to contribute to increasing the effectiveness of the implementation of diversion and 

the role of BAPAS in the juvenile criminal justice system. The author uses a descriptive 

empirical legal approach in his research, by applying qualitative data analysis. This research 

was conducted at the Surakarta Correctional Center, by collecting primary data through 

interviews and secondary data through literature studies. In this Scientific Paper, an 

analysis was obtained, namely that the Correctional Center in implementing diversion is 

tasked with conducting community research first and as a representative facilitator who 

helps the parties involved achieve understanding and plan ways to achieve common goals, 

without domination in the discussion. 
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ABSTRAK 

Diversi adalah pengalihan penanganan kasus Anak dari proses pengadilan pidana 

ke jalur penyelesaian di luar sistem peradilan pidana. Balai Pemasyarakatan 

(BAPAS) terlibat dalam seluruh proses peradilan pidana terhadap anak di bawah 

umur, termasuk mengawasi setiap tahap persidangan, melakukan penelitian sosial, 

dan melaksanakan fungsi pengawasan terhadap anak selama menjalani hukuman 

hingga selesai. Karya Ilmiah ini bertujuan untuk meneliti dan memahami peran 
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Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kota Surakarta dalam pelaksanaan diversi bagi 

Anak Berhadapan Hukum (ABH). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan diversi dan peran BAPAS 

dalam sistem peradilan pidana anak. Penulis menggunakan pendekatan yuridis 

empiris yang bersifat deskriptif dalam penelitiannya, dengan menerapkan analisis 

data kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Balai Pemasyarakatan Surakarta, dengan 

mengumpulkan data primer melalui wawancara dan data sekunder melalui studi 

kepustakaan. Dalam Karya Ilmiah ini diperoleh sebuah analisis yaitu Balai 

Pemasyarakatan dalam pelaksanaan diversi bertugas untuk melakukan penelitian 

kemasyarakatan terlebih dahulu dan sebagai wakil fasilitator yang membantu 

pihak-pihak yang terlibat mencapai pemahaman dan merencanakan cara untuk 

mencapai tujuan bersama, tanpa dominasi dalam diskusi. 

Kata Kunci : Diversi, Anak Berhadapan Hukum, Balai Pemasyarakatan 

 

 

PENDAHULUAN 

Tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga semakin 

sering dilakukan oleh anak-anak. Perbedaan yang pasti hanya terletak pada fakta 

umur, dan sistem pelaksanaan kejahatan yang dijadikannya dan latar belakang 

mengapa mereka terdorong berbuat jahat, haruslah mendapat perhatian yang utama 

dari orang tua, masyarakat, para ahli serta pemerintah (Qirom dan Sumaryono 1985). 

Karena pada umumnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak bukan didasarkan 

kepada motif jahat (evil will/evil mind). Maka anak yang melakukan penyimpangan 

dari norma-norma sosial, terhadap para ahli kemasyarakatan lebih setuju untuk 

memberikan pengertian sebagai “anak nakal” atau istilah “Juvenale Delinquency”. 

Dengan istilah tersebut terhadapnya dapat terhindar dari golongan yang 

dikategorikan sebagai penjahat (criminal) (Nandang Sambas 2013). Juvenile 

delinquency ialah perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda; 

merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang 

disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu 

mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang (Kartono kartini 1998). 

Pada hakekatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam 

tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial dalam berbagai 

bidang kehidupan dan penghidupan (Bambang Ali Kusumo 2017). Anak perlu 

mendapat perlindungan dari individu, kelompok, organisasi sosial, dan pemerintah, 

terutama oleh para penyuluh masyarakat yang berperan penting dalam 

kesejahteraan dan masa depan mereka. Hal ini dilakukan untuk mengatasi berbagai 

tantangan dalam penerapan hukum yang dihadapi anak. Mengingat Indonesia 

sebagai negara hukum, ada regulasi yang mengatur perlakuan terhadap tindak 
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pidana yang dilakukan oleh anak. Oleh karena itu, anak yang melakukan tindak 

pidana harus tetap dikenakan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku, sejalan 

dengan perbuatan yang dilakukan. Agar perlindungan hak-hak anak dapat 

dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan 

hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai 

sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Soetedjo dan Melani 

2013)  

Sa|la |h sa|tu la|ngka|hnya | a|da|la|h mela|lui penera|pa|n Unda|ng-Unda|ng Nomor 11 

Ta|hun 2012 tenta|ng Sistem Pera|dila|n Pida|na | A|na|k, ya |ng bertujua|n untuk 

melindungi ha |k-ha|k da|n kepentinga|n a|na|k. Pena|nga|na|n ka|sus a|na|k ya|ng terliba|t 

da|la|m sistem hukum tida|k ha|nya| menga|nda|lka|n hukuma |n pida|na|, teta|pi juga | 

mengguna|ka |n pendeka|ta|n non-pida|na| seperti diversi. Da|la|m pena|nga|na|n a|na |k 

ya|ng terliba |t da|la|m sistem hukum. The ena|ctment of the La|w of the Republic of Indonesia | 

Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Crimina|l Justice System a|t lea|st provides a| new 

nua|nce in ha|ndling children in conflict with the la|w (Agatha Jumiati 2021). Da|la |m 

pena|nga|na|n a|na|k ya|ng terliba|t denga|n hukum, Pa |sa|l 5 a|ya |t (1) Unda|ng-Unda|ng 

Nomor 11 Ta|hun 2012 menega|ska|n ba|hwa| sistem pera|dila|n pida|na| a|na|k ha|rus 

menera|pka|n pendeka|ta|n kea|dila |n restora|tif ya|ng fokus pa |da| upa|ya| pemuliha|n da|n 

penyembuha|n situa|si. Berka|ita|n denga|n kea|dila|n restora|tif, da|la|m UU-SPPA| dia|tur 

tenta|ng diversi. Pengertia|n diversi a|da|la|h penga|liha|n penyelesa|ia |n perka|ra| A|na|k 

da|ri proses pera|dila|n pida|na| ke proses di lua|r pera|dila|n pida|na|. Jika | kedua| konsep 

tersebut dihubungka|n, ma|ka| kea |dila|n restora|tif a|da|la|h tujua|n ya|ng ingin dica|pa|i, 

seda|ngka|n diversi a|da|la|h sa|la|h sa|tu proses menca|pa|i kea|dila |n tersebut. Kea|dila|n 

restora|tif da|pa|t dica|pa|i mela|lui diversi ma|upun non-diversi, ya|itu memproses a|na|k 

pela|ku tinda|k pida|na | da|la |m sistem pera|dila|n pida|na |. Denga |n demikia |n, mela|lui 

sistem pera|dila|n pida|na| pun da|pa|t dica|pa|i kea|dila|n restora|tif. Misa|lnya| denga|n 

menja|tuhka|n pida|na| a |ta|u tinda|ka |n ya|ng sesua|i denga|n kebutuha|n pela |ku, korba|n, 

da|n ma|sya|ra|ka|t. Ka|rena| itu, da|la|m UU-SPPA| disedia|ka|n ba|nya|k jenis sa|nksi da|n 

tinda|ka|n a|ga|r ha|kim da|pa|t memilih jenis pida|na| (stra|f) a|ta|u tinda|ka|n (ma|a|tregel) 

ya|ng sesua|i denga|n kebutuha|n pela|ku, korba|n da|n ma|sya|ra|ka|t a|ga|r kea|dila |n 

restora|tif terca|pa|i (Widodo 2015). 

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) 

yang berada di bawah Direktorat Pelayanan Pemasyarakatan, yang merupakan 

bagian dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di setiap 

daerah. Tugas utamanya adalah memberikan dan melaksanakan pembimbingan 

kemasyarakatan terhadap klien yang sedang menjalani masa pemasyarakatan. 

BAPAS, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang 

Pemasyarakatan, adalah lembaga atau tempat yang bertanggung jawab untuk 
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melakukan Pembimbingan Kemasyarakatan terhadap Klien. Peran Balai 

Pemasyarakatan (BAPAS) mencakup seluruh proses peradilan pidana terhadap anak 

di bawah umur, termasuk mengawasi persidangan, melakukan penelitian sosial, dan 

melakukan pengawasan terhadap anak selama masa pelaksanaan pidana hingga 

selesai menjalani hukuman 

 

METODE 

 

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yang dengan kata 

lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan 

penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang 

terjadi dalam kenyataan di masyarakat (Suharsimi Arikunto 2002). Penelitian ini 

bertujuan untuk menggambarkan pelaksanaan diversi terhadap anak yang 

mengalami konflik dengan hukum di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kota 

Surakarta. Dalam penelitian ini terdapat rumusan masalah yaitu Bagaimana peranan 

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam pelaksanaan diversi terhadap anak yang 

berhadapan dengan hukum di Kota Surakarta dan Apa kendala dan upaya 

mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan diversi terhadap Anak yang 

berhadapan dengan hukum oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kota Surakarta 

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penggambaran yang 

dirancang untuk memperoleh informasi tentang status atau gejala mengenai 

populasi atau daerah tertentu, atau memetakan fakta berdasarkan cara pandang 

(kerangka berpikir tertentu pada saat penelitian dilakukan (Abdullah 2018). Melalui 

penelitian deskriptif ini, dilakukan upaya untuk menggambarkan bagaimana proses 

diversi diterapkan terhadap anak yang mengalami masalah hukum di Balai 

Pemasyarakatan Kota Surakarta. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data 

sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku 

warga masyarakat, melalui penelitian (Soerjono Soekanto 1986), sedangkan data 

sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh dari sumber-sumber yang sudah 

ada, seperti literatur, teori, prinsip, dan peraturan yang terkait dengan topik 

penelitian. Sumber Data Primer merujuk pada informasi yang diperoleh secara 

langsung dari tempat penelitian melalui metode wawancara dan dokumentasi 

dengan Andrina Nuralisa selaku Pembimbing Kemasyarakatan  di Balai 

Pemasyarakatan Kota Surakarta. Data sekunder dalam penelitian ini mencakup kitab 

undang-undang pidana, kitab undang-undang hukum acara pidana, dan bahan 

hukum lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Penulis menerapkan metode 

analisis kualitatif yang diuraikan secara deskriptif analisis. Analisis data kualitatif 
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adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi 

kode atau tanda, dan mengategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan 

berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab (Sirajuddin Sira Saleh 2017) 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Ba|ga|ima |na| pera|na|n Ba|la|i Pema|sya|ra|ka|ta|n (BA |PA|S) da|la|m pela |ksa|na|a|n diversi 

terha|da|p a|na|k ya|ng berha|da|pa|n denga|n hukum di Kota| Sura|ka |rta|  

Di Ba|la|i Pema|sya|ra|ka|ta|n Kela|s 1 Sura|ka |rta|, pembimbing kema|sya|ra|ka|ta|n 

seba|ga|i peja|ba|t fungsiona|l memiliki tuga|s untuk mela|kuka|n penelitia|n 

kema|sya|ra|ka|ta|n, memberika|n pembimbinga|n, mela |kuka|n penga |wa|sa|n, da|n 

memberika|n penda|mpinga|n kepa|da| a|na|k ya|ng terliba|t da|la|m proses hukum, ba|ik 

di da|la|m ma|upun di lua|r penga|dila|n. Tuga|s ini dia|tur sesua|i denga|n ketentua|n 

ya|ng terca|ntum da|la|m Pa|sa|l 1 a|ya|t 3 Unda|ng-Unda|ng Nomor 11 Ta|hun 2012 

tenta|ng Sistem Pera|dila|n Pida|na| A|na|k. Seca|ra| hukum, tela|h dia|tur ba|hwa| diversi 

ha|rus dila|kuka |n pa|da| setia|p ta|ha|p proses hukum a|na|k, terma|suk penyidika |n, 

penuntuta|n, da|n persida|nga|n. Ketentua|n ya|ng bersifa|t mengika |t da|la|m Pa|sa|l 5 da|n 

7 Unda|ng-Unda|ng Sistem Pera|dila|n Pida|na| A|na|k (UU SPPA|) ya|ng mewa|jibka |n 

pengguna|a|n diversi menunjukka|n a|da|nya| kesempa|ta|n ya|ng lua|s untuk 

menera|pka|n diversi. Meskipun upa|ya| penuh untuk menera|pka|n diversi diha|rga|i, 

terda|pa|t kecenderunga|n ya|ng bertenta|nga|n ya|ng muncul da|la|m Pa|sa|l 7 a|ya|t (2) UU 

SPPA|, ya |ng menga|tur pemba|ta|sa|n da|la|m penera|pa|n diversi. Pa|sa|l 7 a|ya|t (2) 

Unda|ng-Unda|ng Sistem Pera|dila|n Pida|na| A|na |k (UU SPPA|) menga|tur ba|hwa | 

pengguna|a|n diversi diba|ta|si denga|n menya|ta|ka|n ba|hwa | diversi ha|nya| da|pa|t 

ditera|pka|n untuk tinda|k pida|na| a|na|k ya|ng a|nca|ma|n pida|na| penja|ra|nya | kura|ng da|ri 

7 (tujuh) ta|hun, da|n tida|k meliba |tka|n recidive (pengula |nga|n tinda|k pida|na|). Setela|h 

mela|kuka |n penelitia |n di Ba|la |i Pema|sya|ra|ka|ta|n Kota| Sura|ka|rta| da|n memeriksa| 

regula|si ya|ng berla|ku, memperoleh pema|ha|ma|n tenta|ng ba|ga|ima|na| proses diversi 

diimplementa|sika|n oleh Ba|la|i Pema|sya|ra|ka|ta|n (BA |PA|S) Sura|ka|rta| mela|lui pera|n 

pembimbing kema|sya|ra|ka |ta|n untuk a|na|k-a|na|k ya|ng terliba|t da|la|m proses hukum. 

Berda|sa|rka|n penjela|sa|n da|ri A|ndrina| Nura|lisa|, Pembimbing Kema|sya|ra|ka|ta|n 

ya|ng mena|nga |ni ka|sus diversi a|na|k, dijela |ska|n ba|hwa | pa|da| setia|p ta|ha|pa|n 

penyelidika |n, penuntuta|n, da|n pemeriksa|a|n, penting untuk sela|lu berupa|ya | 

menera|pka|n diversi.  

A. Ta|ha|p Penyidika|n 

1) Proses dimula|i ketika| piha |k penyidik da|ri Polres a|ta|u Polsek 

menga|juka|n perminta|a|n penelitia |n kema|sya|ra|ka|ta|n kepa|da| Ba|la |i 

Pema|sya|ra|ka|ta|n Kela|s I Sura|ka|rta|. 

2) Setela|h menerima| perminta|a|n tersebut, kepa|la| Ba|la|i 
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Pema|sya|ra|ka|ta|n menunjuk Pembimbing Kema|sya|ra|ka|ta|n untuk 

mengurus da|n memberika|n dukunga|n kepa|da| a|na |k ya |ng tenga|h 

mengha|da|pi ma|sa|la |h hukum. 

3) Pembimbing kema|sya|ra|ka|ta|n memiliki wa|ktu ma |ksima|l 3x24 ja |m 

untuk mela|kuka|n penelitia |n kema|sya|ra|ka|ta|n terha|da|p a|na|k ya |ng 

bersa|ngkuta|n setela|h menerima| perminta|a|n penelitia| 

4) Jika| setela|h penelitia |n ditemuka|n ba |hwa| a|na|k tersebut memenuhi 

sya|ra|t untuk diversi (a|nca|ma|n pida|na| di ba |wa|h 7 ta|hun da|n buka|n 

pengula|nga |n tinda|k pida|na |), pembimbing kema|sya|ra|ka|ta|n 

merekomenda|sika|n kepa|da| penyidik untuk mela|kuka |n diversi 

sesua|i denga|n ketentua|n UU No. 11 Ta|hun 2012 

5) Piha|k penyidik da|n Pembimbing Kema|sya|ra|ka|ta|n bertinda|k 

seba|ga|i fa|silita|tor da|la|m proses diversi, memba|ntu piha|k ya|ng 

terliba|t menca|pa|i pema|ha |ma|n da|n kesepa|ka|ta|n ta|npa| domina|si 

da|la|m diskusi. 

6) Jika| semua| piha|k setuju untuk diversi, proses musya|wa|ra|h 

penyelesa|ia|n perka|ra| dila|kuka|n denga|n meliba|tka |n piha|k terka|it, 

da|n ha|rus diselesa|ika|n da|la|m wa |ktu ma|ksima|l 30 ha|ri setela|h 

diversi dimula|i. 

7) Jika| diversi berha|sil da|n semua| piha|k menca|pa|i kesepa|ka|ta|n, 

ha|silnya| dica|ta|t da|la|m bentuk kesepa|ka|ta|n ya|ng disa|mpa|ika|n ke 

Penga|dila |n Negeri. Penga|dila|n a|ka|n mengelua|rka|n peneta|pa|n 

da|la|m wa|ktu 3 ha|ri seja|k menerima| kesepa|ka|ta|n, ya|ng kemudia |n 

diberita|huka|n kepa|da| piha|k terka|it. 

8) Jika| diversi tida|k berha|sil, penyidik a|ka|n membua|t Berita| A|ca|ra | 

Diversi da|n mela|njutka|n penyelidika|n perka|ra|, denga|n 

mela|mpirka|n Berita| A|ca|ra| Diversi serta| La|pora|n Penelitia|n 

Ma|sya|ra|ka|t ya|ng disusun oleh Pembimbing Kema|sya|ra|ka|ta|n a|ta|u 

Ba|pa|s. 

B. Ta|ha|p Penuntuta|n 

Ta|ha|pa|n proses diversi pa|da| ta|ha|p penuntuta|n a|da|la|h seba|ga|i berikut: 

1) Penuntut Umum memeriksa| dokumen ka|sus da|ri polisi da|n ha|sil 

Penelitia|n Kema|sya|ra|ka|ta|n untuk mengidentifika|si rinta|nga|n ya|ng 

da|pa|t mengha|la|ngi proses diversi sebelumnya| 

2) Penuntut Umum ha|rus memula|i diversi da|la|m 7 ha|ri setela|h 

menerima| berka|s perka|ra| da|n menyelesa|ika|nnya| ma|ksima|l da|la|m 

30 ha|ri. 

3) Jika| Pela|ku a|ta|u Korba|n setuju denga|n diversi, proses musya|wa|ra|h 
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dimula|i denga|n meliba|tka|n Penuntut Umum, Pembimbing 

Kema|sya|ra|ka|ta|n, Ba|pa|s, da|n Pekerja| Sosia|l Profesiona|l. 

Musya|wa|ra|h ha|rus selesa|i da|la|m 30 ha|ri. Jika| a |da| penola|ka |n 

diversi, perka|ra| dila|njutka|n ke Penga|dila|n A|na|k denga|n pembua |ta|n 

Berita| A|ca|ra| Proses Diversi. 

4) Penuntut Umum bertinda|k seba|ga|i fa|silita|tor da|la|m musya|wa|ra|h 

diversi, memberika|n ringka|sa|n da|kwa|a|n, informa|si tenta|ng a|na |k 

da|n sa|ra|n penyelesa|ia|n, serta| memfa|silita|si pa|rtisipa|si a|na|k da|n 

ora|ng tua|. 

5) Jika| diversi berha|sil, kesepa|ka|ta|n dica|ta|t da|n disa|mpa|ika|n ke 

Penga|dila |n Negeri untuk peneta|pa|n da|la|m 3 ha|ri. Peneta|pa|n ini 

disa|mpa|ika|n kepa|da| piha |k terka|it da|n mena|nda|i penghentia|n 

penuntuta|n oleh Penuntut Umum. 

6) Jika| diversi ga|ga |l, perka|ra| dilimpa|hka|n ke Penga|dila|n denga|n 

dokumen Berita| A|ca|ra| da|n La|pora|n Penelitia|n Ma|sya|ra|ka |t. 

C. Ta|ha|p Persida|nga|n 

1) Setela|h menerima| berka|s da|ri Penuntut Umum, Ketua| Penga|dila |n 

meneta|pka|n ha|kim A |na|k da|la|m wa |ktu ma|ksima|l 3 ha|ri. 

2) Ha|kim A|na|k memula|i upa|ya| diversi pa|ling la |mba|t da|la |m 7 ha|ri 

setela|h diteta|pka|n oleh Ketua| Penga|dila |n. Diversi dila|kuka |n 

mela|lui musya|wa |ra|h denga|n mengguna|ka |n pendeka|ta|n kea|dila |n 

restora|tif untuk menca|pa|i kesepa|ka|ta|n ya|ng a|dil. 

3) Jika| pela|ku da|n korba|n setuju untuk menja|la|ni diversi, prosesnya| 

dila|kuka|n da|la|m wa|ktu ma|ksima|l 30 ha|ri. Diversi bisa| dila |kuka|n di 

rua|ng media|si Penga|dila|n Negeri. Ha|sil da|ri diversi dica|ta|t da|la|m 

Berita| A|ca|ra| Proses Diversi sesua|i denga|n pera|tura|n ya|ng berla |ku. 

 

2. Ha|mba|ta|n da|n ca|ra| menga|ta|si 

Menurut penjela|sa|n A|ndrina| Nura|lisa|, ya |ng menja|ba|t seba|ga|i Pembimbing 

Kema|sya|ra|ka|ta|n I Sura|ka |rta|, penulis mengka|tegorika|n fa |ktor-fa|ktor ya|ng 

mengha|la|ngi ke da|la|m dua | kelompok, ya|itu da|ri perspektif Pembimbing 

Kema|sya|ra|ka|ta|n da|n da|ri perspektif A|na|k ya|ng terliba |t da|la|m ma|sa|la|h hukum. 

Berikut ini a|da|la |h fa|ktor-fa|ktor tersebut: 

A. Fa|ktor Pembimbing Kema|sya|ra|ka|ta|n 

1) Memba|gi Wa |ktu a|nta|ra| Menyelesa|ika|n Tuga |s Perka|ra| A|na |k da|n 

Dewa|sa| 

Sa|la |h sa|tu ta|nta|nga|n ya|ng sering diha|da|pi oleh ba|la |i 

pema|sya|ra|ka|ta|n da|la|m diversi a|na|k a |da|la |h ja|dwa|l ya|ng 
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berta|bra|ka|n a|nta|ra| kegia|ta|n a|na|k-a|na|k da|n kegia |ta|n na|ra|pida|na | 

dewa|sa| di Ba|la|i Pema|sya|ra|ka |ta|n Kela|s I Sura|ka |rta|. Ha|l ini da|pa |t 

mengha|mba|t pela|ksa|na|a|n diversi seca|ra| optima|l ka |rena| sumber 

da|ya| da|n rua|ng terba|ta|s ha|rus diba|gi a|nta|ra| kedua| kelompok ini. 

Solusi perlu ditemuka|n untuk menga|loka|sika|n ja |dwa|l seca|ra| lebih 

efisien da|n fleksibel a|ga|r a|na|k-a|na|k ya|ng mengikuti diversi 

menda|pa|tka|n perha|tia|n da|n dukunga|n ya |ng sesua|i ta|npa | 

mengga|nggu progra|m la|innya| di ba|la |i pema|sya|ra|ka|ta|n tersebut. 

2) Jumla|h Sumber Da|ya | Ma|nusia| 

Keterba|ta|sa|n jumla|h Pembimbing Kema|sya|ra|ka|ta|n a|da|la|h fa|ktor 

la|in ya|ng mempenga|ruhi sebera|pa| efektif mereka| da|la |m 

menda|mpingi da|n membimbing a|na|k-a|na|k ya |ng berurusa|n denga|n 

hukum di Ba|la |i Pema|sya|ra|ka|ta|n Kela|s I Sura|ka|rta|. 

B. Fa|ktor A|na|k Berha|da|pa|n Hukum 

1) Wa|li korba|n tida|k bersedia| Diversi 

Korba|n mera|sa| ba|hwa| diversi mungkin tida|k a|ka|n memberika |n 

kea|dila|n ya|ng mereka| ha|ra|pka|n, a|ta|u mereka| lebih memilih 

penyelesa|ia|n ka|sus mela|lui proses hukum konvensiona|l ka|rena | 

dia|ngga|p a|ka|n mengha|silka|n keputusa|n ya|ng lebih a |dil ba|gi 

mereka|. 

2) Tida|k a|da| kesepa|ka|ta|n a |nta|ra| pela|ku da|n korba|n 

Ketika| perminta|a|n korba|n da|la|m konteks diversi dia|ngga|p terla|lu 

bera|t, ini da|pa|t menja|di ha|mba|ta|n da|la|m proses penyelesa|ia|n 

ka|sus. Perminta|a|n tersebut mungkin menca|kup kompensa|si ma|teriil 

a|ta|u sya|ra|t-sya|ra|t la|in ya |ng sulit dipenuhi oleh pela|ku. 

Denga|n diketa|huinya | sebua|h ha|mba|ta|n ma|ka| diperluka|n a|da|nya | ca|ra| untuk 

mengsta|si kenda|la| tersebut a|ga|r proses diversi da|pa|t berja|la|n la|nca|r 

A. Membua|t ska|la| priorita|s 

Sa|la |h sa|tu ca|ra| untuk menga |ta|si ma|sa|la|h tersebut a|da|la|h denga|n 

menera|pka|n ska|la| priorita|s da|la|m penja|dwa|la|n kegia |ta|n a|nta|ra| a|na |k-a|na |k 

da|n na|ra|pida|na| dewa|sa|. Da|la|m ha |l ini, kebutuha|n da|n kepentinga|n a |na|k-

a|na|k ya |ng terliba |t da|la|m proses diversi ditempa|tka|n pa|da| priorita|s ya|ng 

lebih tinggi da|ripa|da| kegia |ta|n ya|ng meliba|tka|n na |ra|pida|na| dewa|sa|. 

B. Mempertimba|ngka|n jumla|h Pembimbing Kema|sya|ra|ka|ta|n 

Perlu mempertimba|ngka|n jumla |h sumber da|ya| ma|nusia| (SDM) ya |ng 

tersedia| di ba|la|i pema|sya|ra|ka |ta|n. Da|la|m ha|l ini, penja|dwa|la|n kegia|ta |n 

ha|rus disesua|ika|n denga|n jumla|h petuga|s ya|ng a |da| untuk memberika|n 

penda|mpinga|n da|n bimbinga|n kepa|da| kedua| kelompok, ba|ik a|na|k-a|na|k 
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ma|upun na|ra|pida|na | dewa|sa|. 

C. Mela|kuka |n komunika|si denga|n pendeka|ta|n komunika |tif da|n kola |bora|tif 

Penting ba|gi piha |k ya|ng terliba |t, terma|suk media|tor a|ta|u pekerja| sosia|l, 

untuk seca|ra| cerma|t mendenga|rka|n kekha|wa|tira|n da|n kebutuha|n korba|n 

serta| memberika|n penjela|sa|n ya|ng jela|s mengena|i ma|nfa|a|t da|ri proses 

diversi. Mela|lui dia |log ya|ng terbuka| da|n menda|la|m, la|ngka|h-la|ngka|h 

da|pa|t dia|mbil untuk memba|ngun keperca|ya|a|n da|n menga|ta|si 

kekha|wa|tira|n ya |ng mungkin dira|sa|ka|n oleh korba|n. 
 

KESIMPULA|N 

Berda|sa|rka|n penelitia|n di Ba|la|i Pema|sya|ra|ka|ta|n (BA|PA|S) Kota| Sura|ka |rta| tenta|ng 

Pela|ksa|na|a |n Diversi Terha|da|p A|na|k Berha|da|pa|n Hukum, penulis menyimpulka |n 

ha|l-ha|l berikut: 

1. Pela|ksa|na|a |n diversi da|pa|t dila|kuka|n pa|da| berba|ga|i ta|ha|p proses hukum, 

mula|i da|ri pemeriksa|a|n, penyidika|n, penuntuta|n, hingga| persida|nga|n, 

sesua|i denga|n Unda|ng-Unda|ng Nomor 11 Ta|hun 2012 Sistem Pera|dila|n 

Pida|na| A|na|k. A|pa|ra|t penega|k hukum berpera|n seba|ga|i media|tor, denga|n 

pera|n penting da|ri pembimbing kema|sya|ra|ka|ta|n da|la|m memfa|silita|si 

proses diversi. Pembimbing kema|sya|ra|ka|ta|n mela|kuka|n penelitia |n 

kema|sya|ra|ka|ta|n untuk mengeva|lua |si ka|sus pida|na| a|na|k, bekerja| sa|ma | 

denga|n kepolisia|n, keja|ksa|a|n, da|n ha|kim untuk mengusulka|n diversi 

ya|ng sesua|i denga|n kebutuha|n a|na |k da|n prinsip kea|dila|n. 

2. Ha|mba|ta|n-ha|mba|ta|n da|la |m pela|ksa|na|a|n diversi oleh Pembimbing 

Kema|sya|ra|ka|ta|n di Ba|la |i Pema|sya |ra|ka|ta|n Kela|s I Sura|ka |rta| meliputi: 

Ta|bra|ka|n ja|dwa|l pembimbing kema|sya|ra|ka|ta|n a|nta|ra| a|na|k da|n dewa|sa|, 

Jumla|h pembimbing kema|sya|ra|ka|ta|n ya|ng tida|k mema|da|i untuk 

mena|nga|ni kegia|ta|n a |na|k da|n dewa|sa|. Ketida|ksetujua|n korba|n untuk 

menja|la|ni diversi, Perminta|a|n korba|n ya|ng dia|ngga|p terla|lu bera|t. 

Untuk menga|ta|si ha|mba|ta|n tersebut, la|ngka |h-la |ngka |h ya |ng da|pa |t dia|mbil 

a|nta|ra| la |in: Menera|pka|n ska|la | priorita|s untuk menentuka|n priorita|s 

a|nta|ra| kegia|ta|n a|na|k da|n dewa|sa|, Memperhitungka|n jumla|h pembimbing 

kema|sya|ra|ka|ta|n ya|ng sesua|i denga|n kebutuha|n di ba |la |i pema|sya|ra|ka|ta|n, 

Mela|kuka |n komunika |si da|n pendeka|ta|n seca|ra| menda|la|m terha|da|p 

korba|n, Berkola|bora|si seca|ra| a|ktif denga|n semua| piha|k terka|it untuk 

memfa|silita|si diversi ya|ng efektif. 
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